
 
 

 

BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
     NOMOR 76 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA KECAMATAN TOSARI  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat 
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib 
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai 
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat 
Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Kecamatan Tosari Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2022;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang–
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 496);  

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2022; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16         
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329); 

 
 
 



20.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 318); 

21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2021 Nomor 39). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
TOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Tosari adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tosari untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Tosari yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Tosari adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan 
Tosari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

Pasal  2 

Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan 

Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal 3 

Renja Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada 

Renstra Kecamatan Tosari, hasil evaluasi Renja Kecamatan Tosari tahun lalu dan 

hasil evaluasi Renja Kecamatan Tosari tahun berjalan. 

 

 



Pasal 4 

(1) Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 disusun dengan sistematika 

penyusunan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN; 

BAB II  : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU; 

BAB III  : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH; 

BAB IV  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;  

BAB V  : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Renja Kecamatan Tosari Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Tosari. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.  

  
 
Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2021 

BUPATI PASURUAN, 

 

         ttd. 

 
M. IRSYAD YUSUF 
 
 
 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

 
           ttd. 
 
ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 76 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah   
Asisten Pemerintahan 
dan Kesejahteraan 
Rakyat 

  

Kepala Bappeda   
Kabag. Hukum   
Camat   
Kabid. Bappeda   
Sekcam Tosari   

TELAH DITELITI 



LAMPIRAN : PBRATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 7^
TANGGAL ; 2021

RBNCANA KERJA

KBCAMATAN TOSARI

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, disusun

suatu perencsinaan pembangunan yang berasal dari perencanaan

pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tosari

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan

Tosari. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan

melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan,

pengawasan serta evaluasi.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman

Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih

rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan

lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



































Target dan Realisasi Indikator Kineija Tahun 2020

Sasaran Stategis Indikator Kinerja
Target

2020

Realisasi

2020

%

Capaian

1 2 3 4 5

Meningkatnya Kualitas

Tata Kelola

Pemerintahan Tingkat

Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Kecamatan

85,00 88,97 104,67

Nilai Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

60,00 67,57 112,62

Lingkup analisis kineija pelayanan di Kecamatan Tosari meliputi

analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan ekstemal yang dapat

menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan,

baik internal maupun ekstemal, serta dampaknya terhadap masa depan

organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal

organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara

lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas

- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten

dan instansi teknis lainnya

- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

- Belum optimalnya penyxisunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Ekstemal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 Tahap Ketiga (2019-

2020)



























II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaian Kegiatsin

Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Verticgd

terkait

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat

Kecamatan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

Umum

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

Nasional Indonesia dan Instansi Vertical terkait di Wilayah

Kecamatan

Adapun implementasi Rencana program/kegiatan Tahun Anggaran

2022 sebagaimana pada tabel 3.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

OPD/Kecamatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023) sebagai

berikut:





















 
 

BAB V 
 

PENUTUP 
 

 

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Tosari 

dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk 

menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Tosari. 

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan 

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders 

(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tosari dalam 

rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi 

Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. 

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga 

rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan 

bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin. 

 
 
 
 
 
 
 
 BUPATI PASURUAN, 
 
 
 ttd. 
 
 M. IRSYAD YUSUF 
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